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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil simpulan

dalam penelitian ini adalah :

1. Klasifikasi kerugian akibat ketidaksesuaian standar pada pembangunan

pekerjaan konstruksi dibedakan kerugian materil maupun immateril

menjadi kewajiban yang melekat pada pihak-pihak penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi khususnya bagi penyedia jasa. Bahwa penyedia jasa

dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana

yang diatur ketentuan Perundang-undangan. Oleh karena itu, kerugian

yang disebabkan akibat ketidaksesuaian standar menjadi tanggung jawab

penyedia jasa dan berdasarkan kesalahan/kelalaiannya memenuhi unsur

perbuatan melawan hukum seperti dalam halnya pembangunan Underpass

Kentungan Yogyakarta.

2. Implementasi tanggung jawab hukum atas kerugian dalam pelaksanaan

pekerjaan konstruksi berimplikasi pada ketidaksesuaian standar yang tidak

hanya berdampak kepada pihak-pihak dalam penyelenggaraan

pembangunan, namun juga berpengaruh terhadap masyarakat dan

lingkungan disekitarnya. Dalam implementasinya, penyedia jasa

bertanggung jawab secara hukum sebagaimana yang tertuang dalam

kontrak kerja konstruksi, secara khusus dalam hal memenuhi persyaratan

keteknikan sebagaimana yang diatur oleh menteri dan pada mekanisme
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tindak-lanjut pasca kecelakaan penyedia jasa dapat dikenakan denda

ataupun sanksi adminisratif.

B. Saran

1. Bagi Penyedia Jasa diharapkan agar lebih memperhatikan pedoman kerja

serta mematuhi standar yang telah diatur sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan yaitu Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,

dan Keberlanjutan serta memperhatikan kompetensi kerja sesuai dengan

keahliannya, agar dapat meminimal resiko dan kerugian yang ditimbulkan

2. Bagi pemerintah, penegakan hukum dalam sektor jasa konstruksi sangat

penting dalam upaya pencegahan dan penerapannya harus berdasarkan

ketentuan yang diatur Undang-undang agar memberikan jaminan

kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.
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